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ABSTRAK 

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia 

menganut sistem otonomi daerah, dimana daerah otonom berhak mengatur dan 

mengurus sendiri rumah tangganya. Penyelenggaraan sistem otonomi daerah 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (selanjutnya disebut sebagai DPRD) berperan penting dalam suatu daerah, 

DPRD adalah lembaga legislatif dan dipilih langsung oleh masyarakat daerah 

tersebut. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut 

sebagai good governance) DPRD memiliki fungsi salah satunya fungsi 

pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD Kota Padang Panjang memiliki peran 

serta wewenang dalam mewujudkan good governance agar seluruh kegiatan 

pemerintah dan kebijakan pemerintah Kota Padang Panjang dapat terlaksana 

sesuai yang diinginkan. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: 

pertama, bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Padang 

Panjang periode 2019-2024 terhadap pemerintah Kota Padang Panjang dalam 

mewujudkan good governance; kedua, apa saja kendala dan upaya penguatan 

fungsi pengawasan DPRD Kota Padang Panjang periode 2019-2024 dalam 

mewujudkan good governance. Jenis penelitian dalam skripsi ini ialah jenis 

penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai bagaimana 

implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Padang Panjang terhadap 

Pemerintah Kota Padang Panjang. Data dikumpulkan dengan cara wawancara 

secara langsung kepada Anggota DPRD Kota Padang Panjang. Hasil penelitian 

menjelaskan: pertama, Implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Padang 

Panjang terhadap Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mewujudkan good 

governance telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Padang Panjang dengan cara 

pengawasan secara langsung dan tidak langsung; kedua, kendala dalam 

menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kota Padang Panjang  

merupakan kendala faktor konstituen yang berbeda, upaya penguatan didalam 

DPRD Kota Padang Panjang yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia DPRD Kota Padang Panjang. Suatu ketegasan DPRD dalam pelaksanaan  

fungsi pengawasan agar fungsi pengawasanya dapat terlaksana dengan optimal 

serta DPRD agar dapat memperbaiki kelemahan yang sedang terjadi. 

 
 


